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PERATURAN  GUBERNUR TENTANG P
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PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN

2014 TENTANG
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KESEHATAN. ERDAYAAN  TENAGA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang vyang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan
di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
mermerlukan  kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

2. Perencanaan Tenaga Kesehatsn adalah proses dalam
menentukan kebutuhan tenaga kesehatan baik jenis,
jumlah, dan mutu tenaga kesehatan pada saat ini dan
kebutuhan yang akan datang sesual dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan.

3. Pemerataan Tenaga Kesehatan adalah proses penataan
penempatan tenaga kesehatan agar jumlah, jenis dan
mutu/kualifikasi  tenaga keschatan sesuai  dengan
kebutuhan riill masing-masing fasilitas pelayanan
kesehatan,

4, Fasilitas Pelayanan HKesehatan adalah suatu alat
dﬂ.ﬂf atau tempat yang d:gunaka_n untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan keschatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

. dilaloukan ocleh Pemerintah, Pemenntah Daerah,
. dan/atau masyarakat.
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10,

11.

‘Penerima Pelayanan I

melaloukan Onsultas; Rl E‘EtiaF; orang yang :

layanan keg :‘ilﬂtang kesehatan untuk
& Maupun g 2k yang diperlukan, baik
Kesehatan, N tidak langsung kepada Tenaga
Upaya keschatan adalah 1

serangkaian kegiat Setiap
terintegrasi dan

secara langsun

kegiatan dan/atau

e an secara terpadu,
; erkesin i
dan meningkatkg Amburng

0 derajat k untuk memelibara
dilakukan oleh Pemcrintailmhﬂtﬂn masyarakat yang

dan/atau masyarakat Remecintah. - Dactul
Ezﬁggfiﬁ:. Einumb “d_‘ﬂﬂh Pendeyagunean secara umum
5 . stribusi dan redistribugi tenaga keschatan
dalam rangka pemeratagn pelayanan kesehatan
IZEHUEHLEE‘TH khusus adalah pendayagunaan secara
lthusus tnaga Keschatan dalam kurun waldu tertentu
guna mamngkatka;{ akses dan mutu. pelayanan
};E;se.h&tan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah
lertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah
Bermasalah Kesehatan, se :

: rta Rumah Sakit Kelas C dan
Kelas D di kabupaten yang memeriukan pelayanan medik,

spesialistik.

Daerah Tertinpgal adalah daerah kabupaten yang relatif
lurang bark&mbang dibandingkan daerah lain dalam
skala naslonal dan berpenduduk relatif tertinggal. X
Daerah Kepulauan adalah deersh pulau-pulau kecil
berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar.
Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau dengan

~luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang

12.

13.
14.

15.

16.
17,

18,

19.

mertmniliki  titik  dasar koordinat geografis yang

menghubungkan garls pangkal laut kepulauan sesuai

dengan hukum internasional dan nasional. .

Daerah Bermasalah Kesehatan, yang selanjutnya

disingkat DBK adalah daerah kabupaten/kota yang

mempunyai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

di bawah rerata dan proporsi penduduk miskinnya lebih

tinggl dari rerata atau kabupaten/kota yang merniliki

masalah keschatan khusus.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi
ah.

ﬁgiggrmtah Kabupaten/Kota  adalah Pemerintah

Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. .

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota :d1 Sulawe:a-a

Tinga slah Perangkat Daersh yeng membidangi

atarl,
Egﬂ;,]a;l ]%:?;fa adalah Kepala P::.ra.ngl-r:at_Daerah yang
membidang urusan kesehatan.



i P
(1) Pemerintah Proying; d L3
memenuhi ke :
forsts BT il butuhap I‘enaga K :
thn ;.11 am kﬂmpﬂtﬁn ) eschatan dalam juralah,
5 fi?rlrl:;l?;udﬁn EEh“tuh&n Tenagn Kegeh i :
s Pada ayat (1) untuk men atan sebagaimana
P y Eunﬁ:n kﬁﬂﬂhatan_ jamin  keberlanjutan
& ;i;é:rlan?igr?mmbém?memﬂan Tenaga Keschatan yang
dilakukan per ac EE';IIIIEE?hdjmﬂksud pada ayat (1}
Pemerintah I{abUPatﬁn,FKGta_a Pemerintah Provinsi dan

(1) Perencanaan T il
dalam Pasal 2 diaksansm e gAmans dimakoud
Kesehatan, an pada Fasilitas Pelayanan

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan - .
ayat (1} berpa: sebagaimana dimaksud pada

a. rumah saldt;

balai kesehatan masyarakat;

puskesmas dan jaringannya;

laboratorium kesehatan daerah;

gudang farmasi provinsi atau kabupaten/kota;

klinik; dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan,

(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) harus didukung dengan sarana dan prasarana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

{4) Sarana dan prasarana scbagaimana dimaksud pada ayat (3
harus didukung dengan ketersediaan Tenaga Kesehatan.
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Pasal 4

{1) Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan

Kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
* Kabupaten/Kola dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan.

(2} Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan: :
a. jenis Tenaga Kesehatan;
b. jumlah Tenaga Kesehatan; dan
c. mutu Tenaga Kesehatan.

Pasal 5 1
. suimlah Tenaga Keschatan
Jenis Tena EKesehatan dan Ju
Sﬁbagaimang_adimakﬁud dalam Pasal 4 huraf a dan huruf b
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan

ketersediaan Fasilitas Pelayanan Keschatan.



{1 perencanaan Tenagy 1?:::; 6
Kesehatan dilaksanakan 'mmﬂ-tan pada Fasilitas Pelayanan

. : i alul proses sebagai berikut:

a. 1dc:ﬂti1]i;1:a51 kebu'.r.uhan jenis  dan rfnum Tenaga
Ke a1l zesuag kﬂbuluha_n .
memperhatikan: magyarakat dengan
1. kondisi geografis:

2. pertumbuhan demografi:
3. Pﬂl‘kﬂmbﬂﬂgﬂr} Cpid'&miﬂiugj.; dan
':b' %ﬂﬂﬁkﬁbiﬁﬂsm br:hf;_n kerja untuk menentukan
| lscsuai dengan allietsthﬂp el v
: entuan peraturan ' perundang!
undangan;

c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenagd
Keaﬁﬂhsftan berdasarkan perkembangan beban kerja
sEtlEl.E jenis Tenaga Kesehatan;

d. mengidentifikasi persediaan jenis, jumlah dan mutu
Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas
Pelayanan Keschatan;

e. membuat proyeksi persediaan Tenaga Keschatan yang
gda dengan memperkirakan yang memasuki pensiun;

an i

f. membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan
dengan persediaanTenaga Kesehatan yang dimiliki oleh
Fasgilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap
jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pazal 7
(1} Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) disusun secara berjenjang sebagat
berilcut: _ B
a. perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat Fasilitas
Pelayanan Keschatan disusun oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan; . -
b. perencanaan  Tenaga Kesehatan  pada tingkat
kabupaten/kota disusun oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota berdasarkan usulan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan; dan y !
C. perencanaan Tenaga Iil:ﬂﬂhﬁf-ﬂﬂl pada tingkat provinsi
disusun oleh Pemerintah Provinsl.

' dimaksud
(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana
pada ayat (1) buruf c merupakan gabungan usulan
Pemerintah Kabupaten/Kota c}an pimpinan  Fasilitas
Pelayanan Keschatan milik pemerintah Provinsi.
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BAB 111
PENEMPATAN UMUM TENAGA KESEHATAN

unaan T Pagal 8
[”ngiﬂisﬂn gancn::,lsa H?EChﬂtan dimaksudkan untuk
ITia

Tenaga Kesehatan, nlaatan serta pengembangall .
5} Pemerataan Tenaga Kesehata k3 F.phe
o da ayat (1) dilaksanakan mc]a?ui.aﬂbagﬂlmaml dimalksud

a. rc:dismhw.lzsi Tenaga Kesehatan: éﬂn

b. dlSLﬂhﬂSl Tﬁn,aga Kesehatan, !

. ] Pasal 9

) Redistribusi Tenaga Keschatan  sebagaim imalks
{ dalam Pasal B ayat (?] huruf a di‘lal;mkanancille:?gi.an C;i
meng‘rf:l;?aﬂmn 1':'L¢1:I1ba.h Tenaga Kesehatan dari daerah yang
iﬁﬂhgﬁiﬂﬂ?;l;&n T;:{nagalil Kesehatan ke daerah yang
o aga Keschatan di lingku ing-.
masing Kabupaten/Kota dan vaindsli. 5 il |
(2) Dalam hal pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat kelebihan dan kekurangan Tenagd
Kesehatan di lingkup  kabupaten/ kota, Gubernur’
mengoordinasikan  pelaksanaan rediztribusi antar
KabupatenKota. d

Pasal 10
Dalam hal pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) belum memenuhi kebutuhan Tenaga
Kesehatan, Gubernur melakukan distribusi pada daerab
Lkekurangan Tenaga Kesehatan di seluruh Kabupaten/Eota.

Pasal 11

(1) Redistribusi Tenaga Kesehatan dan distribusi Tenaga
Keschatan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang
disesuaikan dengan jcebutuhan pelayanan kesehatan.

(2) Redistribusi Tenaga Kesehatan dan distribusi Tenaga
Kesehatan  schagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilaksanaksn  sesuat demgan  ketentuan peraturan

pﬂrunda,ng-undangan.

. Pasal 12
Pemindahan Tenaga Kesehatan Yaug berstatus pegawal
negeri sipil mengacu pada Peraturan Gubernur mengenal
Pernindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Antar Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya dan Pegawal

Negeri Sipil Pusat ke lingkungan Pemerintah Provinsi.



(1) Jenis Tenaga Kese, Pasal 13

Penugasan Khusys 'l Yang dapat diangkat dalam
terdiri atas Residey, Pada Fasilitag pe
iden Senior dg ayanan Kesehatan

pendidikan Diplomag jpy N Tenaga Kesehatan dengan
(2) Tenaga Kesehatap

sebagaimana dimaks

pendidikan  Diploma i

ud Pada g - g
rawat, itar A ayat (1) terdiri atas bidan,
e Seoitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan.

{3) Selain jenis Tenagy K, : !
pada ayat (1), Gubgcrn eschatan sebagaimana dimaksud

: ur dapat menetapkan jenis Tenaga
}éi?;:?ﬁmlamn}'ﬂ untuk diangkat d_alamj Penugasan
1as usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
wilayahnya. cbutuhan pelayanan kesehatan di

Pasal 14

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan tuk
+ Lkt
memenuhi kebutiuhan pelayanan kesehatan pada:

a. Puskesmas dan jejaringnya;

b. Fumah Sakit Kelas C dan Kelas D yang telah memiliki
pcrﬁlat-?;n kﬁ:seha.tf;ln, perbekalan kesehatan, sediaan
farmasi, serta fasilitas lain sesuai kebutuhan medik
spesialistik; dan

Rumah Sakit yang membutuhkan jenis pelayanan medik
spesialistik tertentuy.

Bagian Kedua
Penugasan Khusus Diploma IT1

Pasal 15
Gubernur menetapkan alokasi formasi berdasarkan usulan
Dinas Kabupaten /Kota melalui Dinas Provinsi

Pasal 16 :

(1) Untuk mendaftar sebagai calon peserta Penugasan

Khusus, Tenaga Keschatan dengan pcndid}kml Dxf?lor_na I1I

mengajukan surat permohonan bermateral yang ditujukan
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus

melampirkan: ]
a. fﬂmlfmpi jjazah pendidikan yang telah disahkan oleh
jabat yvang berwenang, ‘ N
b 1;3:?.::& getegangan gehat dari dokter di Fasilitas
, Pelayanan Kesehatan Pemerintah  Provinsi  atau
Kota; ]
c ?ﬁﬁﬁﬁﬁﬁim tanda penduduk yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang




4. surat pernyat
terikat lmntmlaml bermaterai
. swasta, bcr; dk:ml n i:ir:tgi menyatakan tidak
jejaringnya EEZL:E", bertugas  dj mPchdntah atau
: al jan usktesmas  dan -
mengajukan cuti Jangka wa - ,
sehat, dan ti Ul selama Penukm ditetapkan, tidax
G £t uktldak sedang hamil: gasan, dalam keadaan
te':-r E}tﬂ copi Euiir?xﬁ Ecb‘ml’m‘: 3 {tiga) lembar; d
tand At tanda Registrasi ridan
a  registrasi atau surat izin sebagai

seslai
perundang-undangan suai  ketentuan — peraturall

Pas

(1) Tenaga Kesehatan dﬂﬂg:imr? - |
ditempatkan di Puskesmas untE]?l didikan Diploma nt,
(dua belas) bulan. masa tugas selama 12

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud

diperpanjan R ud pada ayat (1) dapat’
perpanjang paling tinggi 2 (dua) kali masa penugasan. |

Bagian Ketiga .

Penugasan Khusus Residen Senior
|
Paszal 18

(1) Pengadaan peserta Penugasan Khusus Residen Seniaf
dﬂaksanakﬂ.tl n'lﬂlallui perjanjian kerjasama antara
pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan Institusi Pendidilan. :
2} Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual
alokasi formasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 19 .

Persyaratall Residen untuk dapat menjadi tenaga Penugasan
Khusus, sebagai berikut: :

an Kompetensi Residen; dan

o, memiliki Surat Keterang
b, Surat lzin praktik dengan kewenangan yang 8CS

dengan spasialisasin}ra.

pasal 20
1} Pen katan pESEr’Ea Penugasafl :
=, ditei::glfan oleh Gubernur unn:\kl setiap ;ﬁtaﬁ
Kedokteran JFaku Gigi berdasar asi
seleksi. -
(2) Penetapan PR E o
ling rendal menyebu nama

RIS 1) P E sakit, dan waktu.

dan lokas!
Pasal 2 _
sampal
Residen Senior diternpatkan untuk masd tugas p
dengan & (enam) pulan.




i Pasa)
Dalam rangka penj 22
ek Gubernur Ehemiﬂnlngkatan Pelayanan Keseh i d
¢ NANgE menem itg eschatan di desa,
Poskesdes. p n tenaga kesehatan di

(2) Tenaga keschatan yan ia .
tenaga Bidan dan Pera%v::faﬂb tersedia di Poskesdes adalah

t i '
(3) Selain  tenaga Bidan gdan Perawat, Gubernur dapat:

menempatkan Tenaga _
kebutuhan dan kﬁmg Kesehatan Lainnya sesuai dengan

am

() Pengadaan Tenaga kf:; a;_.‘n keuangan daerah.
pada ayat (2) dan a}ra: atan sebagaimana dimaksud
ditetaplkan {3) berdasarkan formasi yang

erda, ; :
Kabupaten/Kota melalui Dinas Pmﬁf;i‘“ usulan Dinas

Pasal 23
{1}Unmk mendaftar sebagai cal
Tenaga Keseh . on  peserta penugasarn
ermohonan SetanmE di Poskesdes mengajukan surat
= : rmaterai  ditujukan kepada Gubernur
melalui Kepala Dinas Provinsi,

) E:El;?;‘;:ﬂﬂhﬂgm dimaksud pada ayat (1} harus

a. Foto kopi ijazah pendidikan yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang;

b. surat keterangan sehat dari dokter di fasilitas
pelayanan  keschatan Pemerintah Provinsi atau
Kabupaten/Kota;

¢c. foto copi kartu tanda penduduk yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang;

d. surat permyataan bermaterai yang menyatakan tidalk
terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau
swasta, bersedia bertugas di  Puskesmas dan
jejaringnya sesuai janghka waltu ditetapkan, tidak
mengajukan cuti selama penugasan, dalam keadaan
sehat, dan tidak sedang hamil;

¢. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

fotokopi Surat Tanda Registrasi atau surat izin sebagai
tanda  registrasi sesual  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

=h

Pasal 24
{1} Penugasan Tenaga cesehatan di Poskesdes unfuk masa
tugas selama 12 (dua belas) bulan.
(2} Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang paling tinggi 2 (dua) kali masa penugasan.

Pasal 25
Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan
Khusus berhak:
a. memperoleh pengh

b. memperolch biaya P .
peraturan pemndang—undangan,

asilan berupa honoerarium,
erjalanar gesuai dengan ketentuan




c. memperoleh

ang  dy
melaksanakan l_ugmku Apabila  tewnsfwafat ketika
Pﬂfundang"UﬂdHHE{[n; Medal dtﬂgﬂn peraturan

d. memperoleh oy tah
kerja, bagi Tey ‘.un““ sclamp 19 P
T Y00 (lah el querace denan perdiian, il
selama 1 (satu) tahyy,. —  (UBAS Bccara terus menerus
: ﬁfﬁgrﬁefﬁé Kifmmnga 0 Sclesai Penugasan sebagal
oleh Direktur Rumap, a.i2252n Khusus yang diterbitkarl
leh § umah Sekit untuk Residen: !

Eempers .

f. 'In‘::naga 1{2561‘12:;& K;éﬁiﬂngan Selesai Penugasan sebagai
oleh l['finaa Provinsj gasan I{J—.uaula{ yang diterbitkan
pendidikan Diploma I11; gy Ba keschatan dengan

g. memperoleh insentifftunjanm /fasilitas lainnya yang

diberikan oleh Bupati/ Walj

: : alilota i k
daerah di | . la sesuai  kemampuan
sy iy YUAT Insentif yang diberikan oleh Pemerintah

_ Pasal 26 .
Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf a  diberikan  glep Pemerintah Provinsi atau
Kabupaten/Kota MENgacy  pada  Peraturan  Menteri
Kesehatan mengenai Penugasan Khusys Tenaga Kesehatan.

. Pasal 27

Setiap Tenaga Keschatan yang melaksanakan Penugasan

Khusus wajib:

a. melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kompetensi dan kewenangan yang dimiliki serta
menjunjung etika profesi;

b. membuat laporan keglatan sesuai tugas sebapaimana
dimaksud pada huruf a berupa:

1. laporan rutin  bulanan kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Provinsi;

2. khusus Residen, laporan bulanan kepada Kepala
Dinas Kabupaten/Kota ditembuskan kepada direkour
rumah sakit dan dekan fakultas kedokteran/
kedokteran gigi;

3. laporan akhir pelaksanaan masa pemugasan
disampaikan kepada Kepala Dinasl Pruvg'nm, Kepala
Dinas Kabupaten/Keta, Bupati/Walikota  dan
Gubernur;

¢. melaksanakan alih pengetahuan  kepada T&nagg_
Kesehatan setempat; . '

d. setia dan taat selfenuhnyﬂ kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19&5; '
menyimpan rahasia kedokteran; L
menyimpan rahasia negara dan jabatan;

. mentaati dan tnelaksanakan ketentuan  peraturan
r n; .
Folaksanakan mosa pengaoun yang teah dictapin,
melaksanakan tugas proiesi i :
pemerintah di bidang kﬂ%l}amﬂ;ei?;;i dengan ketentuar

j. membayar pajak penghasilan

peraturan pemndang-unda,nga.n.

o R
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o)

(2)

(1) Setiap Tenaga Kesehatan

penugasan Khusyg y, raz‘if-&l 28
a. selesai melakgyn e T &pabilg:
P L m
b. diberhentilkan dari Penuyg: ’
c. tewas; Ugasan Khugys:
d. wafat; atay :
e. dinyatakan hilangh
Tenaga kesehatan g
Sﬂba'gf{nanﬂ dimaksud paq ayat {1
s -
a. 1:; :l ; ) mﬁlukaanakan Uwa!:ilj h .
cetentilan peraturan perunda_ril il el © (RGN
b. tidalc cakap lasmani dar ey g-undangan;
¢. mengundurkan dip} ani; dan

berheng

ud pad kan darj Penugasan Khusus

Pasal 29

vang tidak mtlaksanakandengan pendidikan Diploma 11T

. ketenty

sesual  dengan ketent; an penugasan khusus
. an .

dikenakan sanksi administratif yang telah  ditetapkan

(2) Sanksi administratif seba

berupa: gaimana dimaksud pada ayat (1)
. teguran 113511;
b. teguran tertulis;

dan/atan

pemberhentian  sebagai Tenaga I{e-sehétan dalam
Penugasan Khusus.

pemberhentian pembayaran insentif;
dl‘

q
Hl

] Pasal 30
(1) Residen  senior yang tidak mendapatkan bantuan
pendidikan, vang tidak melaksanakan ketentuan
penugasan khusus sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dikenakan sanksi administratif.
(2] Sanksi administratif sebagaimana dimeksud pada ayat
{1} dapat berupa:
a. leguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan atau pemberhentian pembayaran insentif;
dan/atau
d. pemberhentian sebagal Tenaga Kesehatan dalam
Penugasan Khusus. .

Pasal 31
Sanksi administratif sebagaimana dimakﬁud dalam Pasal 29
ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) diberikan oleh Pejabat yang
berwenang.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32 " :
lak=anantl CrENCATEAT
Pembinaan dan pengawasan De )
Tena e K:; chatan di Fasilitas Pelayanan Keschatan dilakukan

szﬂ_:i:al <asi kebijakan perencanaarn dan pemerataan tenaga

kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan i
el



b. pemantauan dap guan -
Pemerataan Tenggy uasi p

Keser, E=1"']"‘E‘LE*I'IﬂF-lI'I Perencanaan dan
Kesehatan,

fan di Fasilitas Pelayanan

: Pagsal 33 '
1) Pembinaan dan pey, -
) Khusus Teng Bawasan Penyelenggaraan Penugasan
ulkﬂn Gubernur, dan

Dinas Pravinsi, Kepala

=y Pelayanan
profest 8l pendidikan dengan

EaWasan sebagaimana dimaksud
aksanakan melalui:

i, dan bimbingan teknis:
Mngkatan kapasitas sumber daya

| Kepala Dj berdasarkan surat
tugaa_: da‘n Ke Kabupaten /Kota: dan
¢, monitoring dan evaluas;. :

(2) Pembinaan dan pen
pada ayat (1) dapat dj|
a. advokasi, sosialigag
b. pelatihan dan pe

BAB VY
KETENTUAN PENUTUP
it Pasal 34
Peraturan URernur ini  mulgi berlaku pada tanggal
diundangkan. 3

Agar  setiap

orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Ditetapkan di Palu
pada tangpal 20 Mei 2015
I GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
! LONGKI DJANGGOLA
limdangkan di Palu |
1ede tangpal 20 Mei 2015

K S DAERAH PROVINSI
- { SULAVRESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

P
9
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